Salinan
NO :7/LD/2014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang: a.

bahwa pengelolaan barang milik
daerah yang semakin
berkembang dan  kompleks
perlu dikelola secara optimal;
bahwa dengan disahkannya
Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014  tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Indramayu
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b
diatas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Barang Milik
Daerah;



Mengingat

1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten

dalam  Lingkungan  Provinsi
Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor S
Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
2013);



4. Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 3815);

Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4844);

Undang - Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor
126, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 4438);



9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang - undangan

(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor
53, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 4389);

Peraturan Pemerintah Nomor
46  Tahun 1971  tentang
Penjualan Kendaraan
Perorangan Dinas Milik Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1971 Nomor
59, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia
Nomor 2967);



